PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Padang, September 2021




RENSTRA BIRO ADMINI

KATA PENGANT AR

Renstra Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sumatera Barat Tahun 201
- disusun dengan mengacu pada Misi ke tujuh Kepala daerah ‘Mewujudkan tata
- Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih akuntabel serta berkualitas’
- tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatui
~ melayani oleh Biro Administrasi Pimpinan ditandai dengan peningkatan prod
penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan dan pelayanan pimpinan dan tamu pimpi :

Renstra Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sumatera Barat Tahun 202
diharapkan dapat menjadi bahan pedoman dan acuan dalam perencanaan 5 (lima

~ (RPIMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026.

Penyusunannya telah dilakukan melalui berbagai proses dan tahapan. 1Pr
antara lain adalah interaksi dengan para pemangku kepentingan birq ad

masyarakat, serta mengantisipasi masa depan ,
Alas ken'asama yang baik dari semua ;p
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1.1. Latar Belakang

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Rancangan
Awal RPIMD disusun sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik, dengan
berpedoman pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa rancangan awal RPIMD dimulai
sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik dan merupakan
penyempurnaan rancangan teknoratik RPJIMD dengan berpedoman pada visi, misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dalam hal penyusunan renstra sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan yang mewajibkan Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
menyusun Rencana Strategis. Renstra akan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,
Kebijakan yang akan dicapai yang diimplemetasikan melalui Program dan Kegiatan prioritas
pada Provinsi Sumatera Barat khususnya Biro Administrasi Pimpinan. Dalam era globalisasi
saat sekarang ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi setiap negara  untuk
memacu  permanfaatan  ilmu pengatahuan dan teknologi dalam meningkatkan daya saing
diberbagai bidang. Dalam bidang organisasi khususnya organisasi pemerintah,
mengemukakan tuntutan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan harapan  lebih
mampu meningkatkan kinerjanya melalui barbagai strategi sehingga upaya pencaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan benar-benar dapat diwujudkan baik kuantitatif maupun kualitatif.

Reformasi birokrasi disamping sebagai upaya lebih mengoptimalkan kinerja organisasi
pemerintahan, juga diarahkan kepada akselerasi perwujudan Good Governance yang
merupakan kesepakatan polik bangsa Indonesia dan tertuang dalam Ketetapan Maijelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang ditunjang oleh 3 (tiga) pilar utama yaitu Asas Partisipasi, asas Transparasi, Asas
Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas memberikan pemahaman bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi bernegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menindak lanjuti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR1988 dan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999, diterbitkan Instruksi Presisen Nomor 7 Tahn 1999 tentang
Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan kewajiban bagi setiap Instansi
Pemeritsh  yang  sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan  negara
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengeolaan
sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yarq ditetapkan oleh masng masing
instansi. Untuk memberi arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan asas akuntabilitas dalam
perwujusdan Good Governance, ditetapkan Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah

s (SAKIP) dengan komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan Strategis,
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja evaluasi kineja dan capaian
kinerja.

Dengan kondisi tersebut, maka Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat menyusun Renstra Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Barat Barat Tahun 2021- 2026 dengan berpedoman pada RPIMD Provinsi
Sumatera Barat Barat Tahun 2021- 2026.

a. Pengertian Renstra SKPD,

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan
perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan
adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra
SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPIMD dan bersifat
indikatif, Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam
tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana
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Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara
mencapai tujuan dan sasaran), Serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa
RPIMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam
penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam

Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang
ditetapkan dalam RPIMD.

b. Fungsi Renstra Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah merupakan unsur yang memiliki
tugas pokok merumuskan kebijakan dalam hal penyebaran informasi kegiatan pimpinan
dan pelayanan pimpinan serta tamu pimpinan kemudian dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan kedalam Renstra Biro Administrasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada RPJMD Provinsi
Sumatera Barat. Dalam Renstra Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumatera Barat
menjabarkan visi dan misi, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta
menyediakan tolak ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai
pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan
dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah
ditetapkan.

¢. Tahapan Penyusunan Renstra Biro Administrasi Pimpinan.

Tahapan penyusunan Renstra Biro Administrasi Pimpinan adalah sebagai berikut :
1. Persiapan penyusunan Renstra Biro Administrasi Pimpinan;

2. Penyusunan rancangan Renstra Biro Administrasi Pimpinan;

3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Biro Administrasi Pimpinan;

4. Penetapan Renstra Biro Administrasi Pimpinan.

d. Keterkaitan Renstra Biro Administrasi Pimpinan dengan RPIMD Provinsi Sumatera Barat

dan Renja Biro Administrasi Pimpinar.

3
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Renstra Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2021-2026 yang memuat
~ Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang
~ disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
- Barat Tahun 2021-2026, disusun dengan berpedoman pada RPIMD Provinsi Sumatera
- Barat Tahun 2021 - 2026.

Bentuk hubungan antara Renstra Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai
- berikut :

1. Hubungan Renstra Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Barat dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

» Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan
Rancangan awal Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan
tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan awal RPIMD Provinsi
Sumatera Barat;

* Rancangan awal Renstra Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Barat menjadi input bagi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Barat untuk memutakhirkan Rancangan RPIMD Provinsi Sumatera Barat Barat;

* Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Barat dibahas dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Provinsi Sumatera
Barat Barat;

penyusunanan Rancangan akhir RPIMD Frovinsi Sumatera Barat; :
 Rancangan akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Barat digunakan sebagai pedoman
dan acuan bagi SKPD Provinsi Sumatera Barat Barat dalam pemutakhiran
Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan akhir Renstra SKPD, t
Rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
» Pada tahap akhir, rancangan akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat "
dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat.

2. Hubungan Renstra Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Barat dengan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat
Sumatera Barat.

e Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumz
rancangan awal rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoma
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pada Renstra Sekretariat Daerah Proyins; Sumatera Barat,

» Rancangan awal Renja Biro Administras Pimpinan Sekretariat Daelah Provi :
| Sumatera Barat menjadi input pagj Sekretariat Daerah dan Bappedérgg
| Sumatera Barat untuk memutakhirkan rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera

i Barat menjadi Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat ;
E | + Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat dibahas dalam Musrenbang Provinsi
E Sumatera Barat ;

: « Hasil Musrenbang Provinsi Sumatera Barat digunakan dalam penyusunan rancangan

3 akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat .

« Rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai pedoman dan
acuan bagi SKPD Provinsi Sumatera Barat dalam pemutakhiran Rancangan Renja

A SKPD menjadi rancangan akhir Renja SKPD, termasuk rancangan akhir Renja
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat A

o Pada tahap akhir, rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat, Berpedoman pada Peraturan Gubernur
tentang RKPD Provinsi Sumatera Barat maka SKPD Provinsi Sumatera Barat
menefapkan rancangan akhir Renja SKPD menjadi Renja SKPD, termasuk
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan Renja Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

——— e

;‘ Adapun keterkaitan antara Renstra Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
‘ : Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat
diilustrasikan pada bagan sebagai berikut :

Bagan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

RPJM RKP
Nasional Nasional
T
i
Diperhatikan |
1
1
' >

Dijabarkan .
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-' 1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis EIC AT Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2021 ini disusun dengan merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera
Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor ¥
9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; | g
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4817); ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

g

s

A W b G

S TE R et

Pemerintah;
13, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang O
14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20(
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15.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23

24,

25.

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturdn_ :
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, pengendalian a
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re
Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umu
Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tah

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;

peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
si Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

un 2015 tentang

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evalua
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Ddan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah,Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur

dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Kesepakatan bersama bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan
Informatika dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 41 tahunr %
2007, Nomor 373/M.Keminfo/08/2007, Nomor KB/01/M.PAN/08/2007
Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah, K
Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara / Dae
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republi
100/Kep/M.Koinfo/11/2005 tentang tentang Badan Koordina
Daerah; '
Keputusan Menteri Komunikasi ~dan Inforr
371/Kep/M.Koinfo/08/2007 tentang Kode Eti
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57, Surat Ederan Menteri Dalar Negeri Nomor 640/16/S] tanggal 4 Januari 20:
penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Pasca 'Peme’ﬁifan
Daerah Serentak Tahun 2020; i

peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008

pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
ra Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPIMD

28.

29, Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumate
perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi
t Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 128], sebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

atera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah
2016 tentang pembentukan dan Susunan

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
DAerah Provinsi Sumatera Barat Nomor

Sumatera Bara

Sum

Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun

perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Lembaran

—
T T _
e

Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan

177);

31. Peraturan Gubernur Sumatera
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

r Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga
nan Dinas Dilingkunagan

Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman

B e B i A P AT S

=

33, Peraturan Gubernu
bernur Nomor 13 tahun 2013 Tentang Perjala

Peraturan Gu
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
turan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan

34, Pera
gkungan pemerintah Provinsi Sumatera

Informasi Penyelenggaraan pemerintahan di Lin

Barat.
35, Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisas

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

A 1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pim‘pirian

Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan .penjabam'n
Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Provinsi Sumatera Barat
Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah ts
program sebagai landasan dalam pelaksanaan
dapat memenuhi target kerja sesuai dengan
sistematis dan  berkelanjutan sesuai

perencanaan pembangunan daerah
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yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja
tiap tahunnya. o

| Sedangkan tujuan dari Rencana Strategis Biro Administrasi lebih
B Daerah Provinsi Sumatera Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Biro Hurnas
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama

periode tahun 2021-2026;
_ Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Biro Administrasi

Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; serta

Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana program pembangunan
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

5. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi

s e e R e s \‘~' BT e e s
w
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Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rentang tahun 2021-

2026.

1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Biro Administrasi Pimpinan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan semua

perencanaan dan kegiatan selama lima tahunan dan juga untuk memberikan arah dan
pedoman dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan Biro G
Administrasi Pimpinan di Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021-2026. Substans"’ ;

Rencana Strategis Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2021-2026 dalam dokt

Bab I. Pendahuluan, yang terdiri dari;

f 1.1, Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas
Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembang
Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OP,

1.2, landasan Hukum, memuat penjelz
pemerintah, Peraturan Daerah, da
tentang struktur organisasi, tuga '

dijadikan acuan dalam penyustisna

1.3. Maksud dan Tujuan, memuz
Renstra OPD.
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1.4. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra.‘OPD‘.'
serta susunan garis besar isi dokumen. SR

Bab II. Gambaran Pelayanan OPD, yang terdiri dari;

11.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Humas,memuat penjelasan umum
tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian
tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang
struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil,

dan tata laksana OPD (proses, prosedur, rnekanisme).
Pimpinan, memuat penjelasan ringkas tentang

ki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
asset/modal, dan unit usaha yang masih

1.2. Sumber Daya Biro Administrasi
macam sumber daya yang dimili
mencakup sumber daya manusia,
operasional.

IL.3. Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan, bagian ini menunjukkan tingkat

capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD
dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh

pemerintah.

1.4, Tantangan dan Peluang pengembangar pelayanan Biro Administrasi Pimpinar,

bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD
kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota),
hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi
sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima
tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran
kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang

dibutuhkan.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis OPD Biro Administrasi Pimpinan,

yang terdiri dari:

IIL1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi
Pimpinan, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pel ana o
OPD beserta factor faktor yang mempengaruhinya. oo

1.2. Telaahan atas Visi, Misi, dan Progiam Kepala D
bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OP
misi, serta program kepala daerah dan wakil kepe

1113, Telaahan atas Renstra K/l dan Renstra OP
Sumatera Barat; bagian ini menger 1 apa
ataupun faktor-faktor pendo

111.4, Telaahan alas
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[IL5. Penentuan Isu-Isu Strategis, mereview kembal
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
pelayanan OPD, 2) sasaran jangka menegah pada R
menegah dari Renstra OPD, 4) Implikasi RTRW bagi
KLHS bagi pelayanan OPD.

Bab IV.Tujuan dan Sasaran, yang terdiri dari:

V.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Administrasi Pimpinan, pada bagian ini
dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.
pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Humas beserta indi
kinerjanya disajikan dalam Tabel T.C.25. I3

1V.2. Strategi dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini mengemukakan rumusan Pernyalaan B
strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang yang dapat

menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi_ ?RPJM]af
2016-2021 dengan tujuan, sasaran,strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan _7 i
pada bab ini dikemukakan mengenai strategi dan arah kebijakan OPD da‘lam_pencapa'fi'an'z

tahunan. yang terdiri dari; e
5.1, strategi dan Arah Kebijakan Biro Administras/ Pimpinarn yang disajikan dalam bentu

tabel 5.1. yang bersumber dari tabel T-C.25

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, lor
sasaran dan pendanaan indikatif, dan memuat indikator kinerja OPDda!

tahunan. yang terdiri dari; i
6.1.Rencana Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan -yang_:
bentuk tabel 6.1. yang bersumber dari tabel T-C.27 :

Bab.VIL. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan apa saja indikator kinerja SKPD
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam ||
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasa
Perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJ}
7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Bab VIII. Penutup.
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BAB n I Sie
GAMBARAN PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pimpinan

peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Talun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimeana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

n dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai
Administrasi Pimpinan, dan Berdasarkan

Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

pembentuka
pembentukan dan susunan CPD Biro
mor 74
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

di lingkungan Sekretariat

dasar
Peraturan Gubernur Sumatera Barat No
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
memuat struktur dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi Biro-Biro
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Administrasi  Pimpinan  Sekretariat Daerah Provinsi
sten Administrasi Umum Sekretariat

g Kepala Biro Administrasi

Biro Sumatera Barat
berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asi
Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seoran
Pimpinan.

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat

Nomor 75 Tahun 2020 terdapat pada pasal 111 sbb:

Tugas Pokok :
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas

membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapanA pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Kepegawaian

Sekretariat Daerah, Materi dan Komunikasi Pimpinan serta Protokol.

Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Administrasi Pimpinan

‘ Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Peren ‘

Kepegawaian Sekretariat Daerah,
Protokol;dan |
c. pelaksaaan fungsi lain yang dibe
berkaitan dengan tugasnyz :
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Kepala Biro Administrasi Pimpinan membawahi ﬁga
perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah,
pimpinan, serta Bagian Protokol dengan tugas pokok dan

berikut :

1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Pelaporan,

Kepegawaian dan Tata Usaha.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Perencanaan dan

a.
Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Fasilitasi
Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan

yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Analisa dan Penyiapan Materi :
Pimpinan, Komunikasi Pimpinan dan Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan. _ =ihia
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Materi dan

Komunikasi Pimpinan, mempunvyai fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiapan Materi Pimpinah,:' '

Komunikasi Pimpinan, Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan %

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pen

Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, Publikasi dan Doku '

dan ¥

] c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala i
yang berkaitan dengan tugasnya. '

3. Bagian Protokol :
Mempunyai tugas pokok melaksanaki

Keprotokolan.
Untuk Melaksanaka
Fungsi sqbagai b
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a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
Keprotokolan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
dan Hubungan Keprotokolan; dan
¢. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi lepinan

yang berkaitan dengan tugasnya.

r internal Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74

Struktu
secara hirarkis
Tahun 2020 , dapat dilihat pada bagan gambar II.1. berikut :

Gambar IL.1
Struktur Organisasi Biro Adrainistrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

KEPALA BIRO
ADMINISTRASI
PIMPINAN
o ~
JABATAN
FUNGSIONAL <
(=) l
h 4 =
{ )
BAGIAN BAGIAN MATERI DAN BAGIAN
—  PERENCANAAN DAN KOMUNIKAS! PROTOKOL
KEPEGAWAIAN PIMPINAN )
SEKRETARIAT DAERAH
\
r ( ", Sttt ol
SUBAG FASILITASI SUBAG ANALISA DAN [ e
5|  PERENCANAAN DAN |  PENYIAPAN MATERI ~ DA
PELAPORAN PIMPINAN
\ \ >4
[ susac komunikasi
B KEPEGAWMAN B

=
- el

2.2. Sumber Daya OPD
: Untuk melaksanaka




1. Meningkatkan tata Kualitas Sumber Dz
Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
;- 2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial K
Basandi Syarak-syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Péhnlan,
dan Perikanan;
4, Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi
Berbasis Digital;
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Betslh" L;
Akuntabel serta Berkualitas. ‘ SRl
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Biro Administrasi lepinan dalam =k
pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan yang dapat mempengaruhi
pencapaian misi Kepala Daerah diatas adalah sebagai berikut: Zon
Misi tujuh, 'Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang
bersih akuntabel serta berkualitas’, dalam pemenuhan idealnya ditujukan untuk
meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih transparan, dan akuntabel
dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan | i
pemerintahan. Ini akan diwujudkan dengan tujuan : ¥
“Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang mel
Biro Administrasi Pimpinan merumuskan Arah Kebijakan yang diamt
memastikan peningkatan yang diharapkan guna mendorong\ ’pa’i’ ;
pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagaimana
Misi 7 RPIMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sebagai




Tabel IIL.1 keterkaitan Renstra dengan F

N0 | MISI TUJUAN SASARAN

—Mewujudkan | Meningkatnya | Meningkatnya
tata kelola pelayanan Kualitas

pemerintahan | Administrasi Pelayanan
dan pelayanan | Pimpinan Keprotokolan Daerah Dalam
publik yang Meningkatnya Aspek Penyiapan
bersih, Kualitas Materi dan Keprotsokolan
akuntabel Pelayanan Komunikasi
serta Administrasi Pimpinan Serta
berkualitas Kepegawaian Pelaksanaan

Setda Keprotokolan

Optimalisasi

Materi dan

Dokumentasi

Kegiatan Pimpinan

Selanjutnya berdasarkan nomenklatur OPD sesuai d2ngan Perda No. 74 Tahun
2020 Biro Administrasi Pimpinan hanya sebagai pendukung dari pencapaian tujuan misi
ketujuh pembangunan Sumatera Barat dengan merumuskan kebijakan sesuai tugas
pokok dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan guna mendorong tercapainya tata

pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagai berikut :
‘mendorong peningkatan

1. Peningkatan produktifitas pemberitaan sebagai upaya

pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Menganalisa, mengevaluasi dan memonitoring dalam peran dan fungsi men:

3. Mendorong peningkatan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerin
Humas Kabupaten/Kota dalam peliputan kegiatan dan pe npul
pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan. e

4, Menjalin kerjasama profesional dengan mitra pers/media mass:

5. Meningkatkan pelayanan yang professional terhadap pim "in

6. Melakukan pengelolaan kegiatan pimpinan den an'ba‘l
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3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra OPD Kab/Kota di Wilayah Provinsi

Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) dan Renstra OPD Kab/Kota di
wilayah Provinsi adaleh dimana Rencana Strategis Biro Administrasi P]mp’iﬁgn Semﬂat :
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tidak bersinergitas Secara langsung
dengan Rensta Kementrian Dalam Negeri maupun Kementrian Kominfo, karena Biro
Administrasi Pimpinan merupakan bahagian dari OPD Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Barat yang lebih bersifat Koordinasi dengan Kementrian/Lembaga,
fasilitas/regulasi khususnya dalam bidang penyelenggaraan kegiatan informasi kebijakan
pimpinan daerah, sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2011 tentang Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat di daerah.

Demikian juga Komparasi Capaian Sasaran Renstra Biro Administrasi Pimpinan
terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra Kementrian/Lembaga (K/L)
secara langsung tidak saling berkaitan. Hanya saja Renstra Biro Administrasi Pimpinan
disusun memperhatikan landasan formil atau merujuk pada sejumlah regulasi yang sama,
antara lain :

1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;

3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.

Rencana implementasi program dan kegiatan Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Sumatera Barat selama 5 tahun yang akan datang mulai 2021 sampai
tahun 2026 tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus
mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang
dalam dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka ‘penyusunan;'
RPIMD 2021-2026, tidak ditemukan indikasi progam dan kegiatan pada organisasi
Humas yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidu
Sumatera Barat. Artinya Program kegiatan Biro Administrasi Pimpinan yang
terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW,

™R ADVINSTRAS] IOINAN SERET
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kegiatan yang akan dilakukan oleh Biro Administrasi Pimpir
5 tahun yang akan datang lebih dominan pada kegiatan-
memerlukan pembahasan tentang analisis dokumen Ka

Stratgis/KLHS.

Adapun pengendalian dan pengawasan bersama jajaran yaitu biro “Zn"u >
Setda serta lembaga terkait juga bersifat non fisik yaitu penyelenggaraan informasi
pemerintah daerah dalam bentuk, penyebarluasan informasi, sosialisasi program dan
kegiatan melalui media massa dan analisa dan kajian informasi/isu dalam mengambil
kebijakan ~pimpinan sesuai arah pelaksanaan pembangunan. Kewenangan Biro
Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumatera Barat tidak diatur dalam UU Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga kewenangan Biro Humas hanya
sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun

bersifat Koordinasi dengan Kementrian dan Lembaga
2011 tentang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka penentuan isu-isu strategis
dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi
untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan
program kepala daerah terpilih, sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan
cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah tet’p’i'lihi_ il
serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. o

Isu strategis Reformasi Birokrasi yaitu memantapkan tata kelola
pemerintahan yang bakk melalui reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaan tuge
pengadministrasian pimpinan, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Suam T B
memiliki isu-isu strategis yang dapat dipetakan sebagai berikut : et
1. Belum jelasnya peran Biro Administrasi Pimpinan sebagai jur

daerah.
Biro Administrasi Pimpinan dibentuk berdasarkan Pet
Nomor 56 Tahun 2019 yang kemudian diturun
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giro Administrasi Pimpinan memiliki tugas membantu
dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
bidang perencanaan dan kepegawaian sea'elarlatdaerah,,, d
pimpinan serta protokol. Dalam hal komunikasi pimpinan  diperiuk
pimpinan tetapi hal ini masih belum tertuang jelas dalam Pergub <

Administrasi  Pimpinan  sehingga hal ini membuat belum jelasnya peran Biro

Administrasi Pimpinan sebagai juru bicara pimpinan daerah.
lembagaan sekretariat daerah belum sinkron dengan proses penyusunan

perencanaan dan penganggaran lingkup Sekretariat Daerah

Dalam hal pembentukan kelembagaan sekretariat daerah masih belum sinkron dalam
menyusun perencanaan dan penganggaran sehingga hal ini mengakibatkan tidak
sinkronnya proses perencanaan dan penganggaran di lingkup sekretariat daerah

termasuk Biro Administrasi Pimpinan.

. Rencana implementasi penyederhanaan birokrasi :
Rencana penyederhanaan birokrasi membuat beberapa OPD merasa penyederhanaan

ini menghilangkan tugas dan fungsi dari OPD tersebut yang berdampak kepada
penganggaran kegiatan pada OPD tersebut sedangkan dari sudut pandang lain
penyederhanaan ini merupakan salah satu cara untuk melakukan efesiensi dalam
penggunaan anggaran dan juga menghindari double tugas dan fungsi dari OPD.

. Meningkatnya intensitas dan frekuensi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil

. Ke

kepala daerah e
Dengan dibentuknya Biro Administrasi Pimpinan hal ini membuat sebagian tugas dari

Biro Umum berpindah ke Biro Administrasi Pimpinan yaitu pelayanan pimpinan, tamu
pimpinan dan keprotokolan, seharusnya hal ini dapat memberikan kontribusi yang
bagus bagi Biro Administrasi Pimpinan dalam mengelola administrasi dan pelayanc

terhadap pimpinan. Tahun 2021 merupakan tahun awal dalam pembu: tan dok
perencanaan termasuk dalam pembuatan Renstra dan juga pada |
merupakan tahun pemilihan kepala daerah sehingga kepal dae







4.1. Tujuan Dan Sllll‘ll‘l
Tujuan merupakan

merupakan penjabaran dari tujuan.
Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis

1. Meningkatkan komunikasi kebijakan pimpinan dalam
dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat periode 2021
2. Menyebarluaskan Informasi Kegiatan Pimpinan
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Membantu dalam hal pembuatan perencanaan dan pje
lingkup secretariat daerah provinsi sumbar

hendak dicapai, yaitu berdasarkan misi yang dlteta'
yaitu Misi 7 ‘Mewu;udkan Tata Kelola Pemer taha




Materi dan
Dokumentasi
Kegiatan
Pimpinan

BIRO AD. Al




Untuk mewujudkan tujuan dan
- Adminlsb’ds‘ pimpinan dalam waktu
B Jdian areh kebijakan yang diambil guna per
Kem  sesual tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pimpir
f;:l; untuk mencapai sasaran sebagaimana diurai pada BAB v

perikut: e
siro Administrasi Pimpinan mempunyai 2 sasaran dengan -s‘e.'jl;l‘zmlah

kebijakan yang diambil sbb:
1. Sasaran1:
‘Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan’
diterapkan Strategi:
a. Melakukan penaiaan dan koordinasi dalam hal

pimpinan dan tamu pimpinan;

¢. Peningkatan layanan keprotokolan sehmgga dapat '
handal dan professional;

d. Melakukan pembahruan sarana dan prasara" j
percepatan pelayanan pimpinan; s

e. Melakukan peningkatan sumber d:
pelayanan keprotokolan dan pelayanan |

2. Untuk Sasaran 2 : ‘
‘Meningkatnya Kualitas Pelay a
diterapkan Strategi: '

a. Melakukan penata:
administrasi ke




layanan administrasi kepegawalan,
o. Melakukan peningkatan sumber daya manusia da ‘
pelayanan administrasi kepegawaian yang handal dan prof, :

3. Unutuk Sasaran 3

'Optimalisasi Materi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan

diterapkan Strategi:
a. Meningkatkan kecepatan penghimpunan dan pegolahan mate

b. Penyediaan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan yang be
¢. Meningkatkan produktifitas penyebarluasan
program/kegiatan/ press release yang terhimpun kepada Iem ‘
non-pemerintah, dan masyarakat melalui seluruh media interna

media massa.
d. Meningkatkan produktifitas penyebarluasan

program/kegiatan/ pimpinan melalui media luar ruang dan med
e. Penyediaan materi pimpinan yang berkualitas dengan
dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pimpinan. P
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s

Strategi dan Arah Kebijakan Biro Adminis!

Tabel T- C.26.

: Terwujudnya Sumatera Barat madani yang ““ﬂﬂ"' d' ~

=30 ADMINITRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAER/

terlaksana secara cepat dan
efektif

VISI

MISI7 | : Mewujudkan tata kelola pemarintahan dan pelayanan publi
(tujuh) bersih, akuntabel serta berkualitas i L

1) Meningkatn 1. Meningkatnya a. Melakukan penataan dan p Membuat penataan dan koo:dlnasl
ya kualitas pelayanan koordinasl dalam hal | dalam hal penjadwalan kegiatan
pelayanan keprotokolan penyusunan jadwal kegiatan pimplnan sehingga keglatan pimpinan
administrasi plmpinan  sefingga semua dapat terlaksana dengan cepat dan
pimpinan keglatan ~ pimpinan  dapat | efektif

tertata sesual jadwal dan s Mendorong peningkatan koordinasi

antar OPD di lingkungan pemerintah
Provinsl dan Kab/Kota dalam hal

41

penyusunan dan pelaksanaan
latan pimpinan

b, Meningkatkan +Penguatan kuantitas dan kualitas
professionalisme dalam | aparatur pada biro administrasi
melakukan pelayanan | pimpinan dalam pemberian layanan
terhadap kegiatan pimpinan kepada pimpinan dan tamu pimpinan
dan tamu pimpinan b Peningkatan sarana dan prasarana

pendukung kegiatan dalam pelayanan
impinan dan tamu pimpinan.

c. Peningkatan layanan # Optimalisasl layanan keprotokolan
keprotokolan sehingga dapat | sehingga dapat memberikan layanan
memberikan pelayanan yang ng handal dan profesional
handal dan professional . Membuat dan menyediakan Standar

pelayanan Minimal dan SOP dalam hal
keprotokolan

d. Melakukan pembahruan e Meningkatkan saranan dan prasarana
saranan dan prasarana dalam [ yang dibutuhkan ~ dalam  hal
hal mendukung percepatan mendukung  kegiatan pelayanan
pelayanan pimpinan pimpinan.

e. Melakukan peningkatan p Melakukan bimtek dan warkshop
sumber daya manusia dalam | dalam peningkatan sumber daya
hal menciptakan pelayanan manusia dalam pencipataan layanan
keprotokolan dan pelayanan keprotokolan dan layanan pimpinan
pimpinan yang handal dan | serta tamu pimpinan
professional

2. Meningkatnya a. Melakukan penataan dan g Membuat penataan dan koordinasl
kualitas pelayanan koordinasi dalam hal | dalam hal pelaksanaan pelayanan
administrasi pelaksanaan kegiatan | administrasi kepegawaian setda
kepegawaian setda pelayanan administras! | dengan cepat dan

kepegawalan lingkup setda Mendorong peningkatan koordinasi

secara cepat dan efekif; antar OPD di lingkungan Pemerintah
Pravinsi dan Kab/Kata dalam hal
penyusunan dan pelaksanaan
kegiatan pelayanan administrasi
kepegawaian setda

b. Meningkatkan «Perguatan kuantitas dan kualitas
professionalisme dalam | aparatur pada biro administrasi
melakulan pelayanan | pimpinan dalam pemberian layanan
terhadap administrasi | kepegawaian lingkup setda
kepeawaldn L Peningkatan sarana dan prasaran

pendukung kegiatan pelaya
administrasi kepegaw
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pelayanan yang handal dan
profesional

sehingga dapat memberika "n-

kepada lembaga pemerintah,
non-pemerintah, dan |
masyarakat melalui seluruh
media internal pemerintah |

publik

d. Meningkatkan  produktifitas
penyebarluasan :
informasi/kebijakan/
program/kegiatan/  melalui

dan seluruh kanal informasi [

pelayanan min ,

d.  Melakukan pembahruan ¢ Meningkatkan sara
saranan dan prasarana dalam y;mg'ng dbumhh:m dfmn;;
hal mendukung percepatan mendukung  keglatan pelayanan
layanan . administrasl | administras| kepegawalan,
kepegawalan ;

e. Melakukan peningkatan k Melakukan bimtek dan workshop
sumber daya manusla dalam | dalam peningkatan sumber daya il
hal menciptakan pelayanan | manusia dalam pencipataan layanan |
administrasi kepegawaian kepegawalan setda MR

3. Optimalisasi Materl | a. Meningkatkan kecepaan e Mendo nfaatan teknologi
dan Dokumentasi penghimpunan dan lnfounarglngapl:'mmmolahan dan
Keglatan Pimpinan pengelolaan materi | penghimpunan materl pemberitaan

pemberitaan tentang penyelenggaraan
pemerintahan ;
» Mendorong peningkatan ko
antar OPD di lingkungan n
Provinsi dan Kab/Kota dalam
peliputan keglatan dan penghimpu
materl pemberitaan peny
pemerintahan ER R
b.  Penyediaan bahan |ePenguatan kuantitas, kapasitas,
dokumentasi kegiatan | kualitas ASN Biro Administrasi
pimpinan yang berkualitas Pimppinan dalam penyediaan
_dokumentasi pimpinan
» Peningkatan sarana dan prasa
C. Meningkatkan  produktifitas
penyebarluasan  /kebijakan/
program/keglatan/ press
release  yang  terhimpun |

media luar ruang dan media
sosial




palam melaksanakan Tuga
111 sampai pasal 124 Pergub 75 T O
paerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin olek
menjalankan tugasnya Kepala Biro Administrasi Pimpina
Bagian yang dibantu oleh dukungan 30 orang staf shh;

1, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Perencanaan
dan Pelaporan
b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
d. Staf
11. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
a. Kepala Sub Bagian Analisa dan Penyiapan
Materi Pimpinan L
b. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan ~ : 1 orang
c. Kepala Sub Bagian Publikasi dan ; : 1.an§ ;
Dokumentasi Pimpinan e
d. Staf
I1I. Bagian Protokol
a. Kepala Sub Bagian Acara
b. Kepala Sub Bagian Tamu 2
C. Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan
d. Staf e
IV. Kelompok Jabatan fungsional yang 'terdap'at'r pad
1. Jabatan Fungsional Pranata Kehuma i

secara keseluruhan Jumlah aparatur Bir,
tiga ) orang Pegawai.
Terdiri dari :
jumiah PNS
Jumlah Non PNS
Secara rinci data PN
Provinsi Sumatera |
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pparatur Biro Administrasi Pimpinan pe

Strata 2
Strata 1/Diploma 4 e
Diploma 3 e
SMA : 1‘2' i
TOT. e
AL e

BN =

Tabel II.2. -3
Aparatur Biro Administrasi Pimpina Berdasarkan Golongan Pan

Golongan IV/c
Golongan IV/b
Golongan IV/a
Golongan III/d
Golongan III/c
Golongan III/b
Golongan IIl/a
Golongan II/d
Golongan II/c
TOTAL

NI || [0 [N | =

(s}

(=
(SIS S HE 1 N [N [N
-

£y

2,2.2. Sumber Daya Non-Aparatur

provinsi Sumatera Barat. Jumlah sarana dan prasarana barang pada Biro
Pimpinan dapat dilihat pada tabel berikut ini : .
Tabel I1.3. Rekapitulasi Aset Birc Administrasi Pimpinan

Jumlah | satuan | . un
No Nama Barang | Barang | |
Golongan PERALATAN DAN MESIN | e

1 Alat — alat besar =
Kontruksi Baliho (5x10 M) dan (4x6 M) '
2 | Kontruksi Baliho (6x4 M) —

[y

I Alat-alat angkutan daral:—?’bnun
1 | Kendaraan Dinas oper: .
2_| Kendaraan Dinas oper

)¢ Alat-alatkanbr
1 | Scanner g
2 | mesinketk
2 | filing-cabnet
3 | brankas
4
5
16:.




RN

—

r7 [Amar .
é Mesin Pemotong Kertas *‘i‘*‘m
s | MeiaKayu s
o | Kursi Kayu_ SR BT
5 | AC T e
o | Televisl e ”ﬁ?T:‘
10| PCunitkomputer | g unit
11 | Monitordisplay | S T
gilatl 13 IPuwe 00
13| Prnter ________________ | 16 Nt s e
_ 14 | Meja dan kursi kerja/rapat pejabat 37 unit ga'efozgsoo o
l v [ Alat studio dan alat komunikasi -292.000,00
11 | Kamera digital,video 12 unit 233.459.600,0
H 2 | Proyektor 1 unit 4.950-‘006—0LOL—
[ 3 _s_gr_a_mbi Informasi Jumpa Pers i unit 21,510_006 00
4 Dispenser 1 unit 3.350.000,00
L — ,5{ Bz 1 unit 5.500.000,00
‘ e EIJ FaXImI“ 1 unit 4.000.000,00
5, /1 — A Total 3.327.825.480,00
23 Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan
2.3.1. Evaluasi Kegiatan dan Renstra 2020

pada bagian ini yang dapat dievaluasi adalah kegiatan dan renstra dari Biro Humas
dikarenakan pembentukan Biro Administrasi Pimpinan yang merupakan penggabgunag
tupoksi dari Biro Humas dan Biro Umum yaitu pada Bagian Keprotokolan dan juga
pelaksanaan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi masih belum sepenuhnya sebagai Biro
Administrasi Pimpinan pada tahun 2021.

Sebagai wujud konsistensi, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan
dalam Renstra Biro Humas tahun 2016-2021 terus dilaksanakan dengan beberapa revisi di
sejumlah program/kegiatan untuk memenuhi tuntutan perubahan internal maupun
eksternal, juga untuk mewujudkan pembaruan dan perbaikan kehumasan daerah.

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Humas tahun 2020,
terdapat 3 Sasaran Strategis yang telah direvisi, yakni:

1. Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi
Sumatera Barat;
2. Terjaganya stabilitas Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Meningkatnya Pengelolaan organisasi.

Setiap sasaran strategis ini diukur pencapaian/tingkat keberhasilannya dengan 3 indikator
kinerja yang masing-masingnya telah ditetapkan target pemenuhannya. Dari perhitungan
angka realisasi terhadap sasaran strategis dengan 3 target indikator kinerja Biro Humas
tahun 2020 tersebut, didapatkan nilai capaian masing-masing indikator kinerja.

B
RO ADMINISTRAST PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
17




TRA BIRO ADMINISTRAS] Pipja g

RENP
Gambaran umum Sasaran Strategis, Indikator Kerfa, target gan rea
nilai capaian per indikator kinerja dan nilal rata-rata Capajan Kine’e'anség Kinerja, serts
2020 tersaji pada tabel IL.4. hasil pengukuran i lembar berikyt: 112 Biro Humas tahun

Tabel I1.4. Hasil pengukuran kinerja

Biro Humas 2029

INDIKATOR T o e
ii SASARAN STRATEGIS AT TARGET == —
‘ Meningkatnya Peri e P Ket
| | penyebarluasan S:t;?f;,at
f informasi kegiatan Peringkat e
1 | penyelenggaran Paraar R 12 besar | Peringkatog |
‘ intahan i i nasional .25%,
pemerinta Provinsi di nasional
Il g;?:tng Sumatera M
rf’” Terjaganya Stabilitas i —
2 | informasi 0 } ; e
f penyelenggaraan pemberitaan | 40:40:20 | 41:34:25 88%
pemerintah Dazrah
Nilai evaluasi —
ingkatnya Tata s
gglgl%rgan)ilsasi akuntabilitas B B 100
kinerja

11.3.2. Realisasi Anggaran
pada pendanaan Biro Administrasi Pimpinan untuk saat Rancangan Renstra ini dibuat

masih menggunakan nomenklatur Biro Humas sehingga untuk realisasi anggaran yang
dapat dijabarkan pada bagian ini adalah realisasi dari program dan kegiatan yang telah
dilakukan oleh Biro Humas selama tahun 2020.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan pemenuhan capaian
Sasaran Strategis tahun 2020 Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
tersedia anggaran sebesar Rp. 5.115.237.318. Hingga 31 Desember 2020, anggaran
tersebut telah direalisasikan dengan persentase sebesar 97,33% atau sebesar Rp.

4.978.591.099, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IL.5 Realisasi keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2020

0 PROGRA

873.094.876 96,11

|| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ~ 908.398.623 |
1 | Penyediaan jasa surat menyurat 8.125.000 8.115.350 99,96
2 | Penyediaan jasa komunikasl, sumber daya air, dan listrik 90.600.000 89.254.769 98,52
3 | Penyediaan jasa jaminan barang milir daerah 23.100.000 20.506.659 88,77
4 _| Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor 167.512.665 146.406.090 87,40
5_| Penyediaan alat tulis kantor 8.296.900 8.293.950 99,96
6_| Penyediaan barang cetak dan penggandaan 18.783.500 18.783.500 100,00
7_| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 265.578.000 265.358.000 99,92
: Penyediaan makan dan minum 8.320.000 8.304.000 99,81
= Rapat-rapat koordinasl dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 259.053.458 253.105.558 97,70

Penyediaan jasa informas|, dokumentasl dan publikasi 59.029.100 54.963.000 93,11

PROGRAM RS 7
I PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA . T
. APARATUR : NA AREsle T 92,47
= :emellharaan rutin/berkala kendaraan operasional 91,35

emeliharaan rutfn/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 14.650.000 14.650.000 100

1]

B,mb R 5 b 25

— 'n" teknis implementasi peraturan perundang undangan

BIR, :
O ADMINISTRAST PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
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v ,mpom CAPAIAN KINERJA DAN|
nyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisag]
4 3 SKPD i :
1 f:;iusahiﬂn Keuangan SKPD | .00

nyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD
16 pengelolaan, pengawasan dan pengendallan Aset OPD
7

PENY

Liputan keglatan pemerintah daerah
pembuatan Film Dokumenter

Koordlnasl Kehumasan
Analisa pemberitaan
~penyebaran informas! Pembangunan Melalul Media Cetak
Wmasl Pembangunan Melalui Media Elektronik
~penyebaran Informas! Melalul Media Luar/Ruang

Laporan khusus visualisasi pembangunan

penyebaran Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah

Melalul Online/Website
| Mela

| = R <

T L e B UMUAH S R i 2

pma periode Renstra tahun 20162020, jumiah relica oy
34059.338.990 atau sebesar 89,52 % dari total anggaran sebesar

jumiah realisasi awal periode Rensta 2016-2020 yaitu tahun 2015sébaga i

. A A ARA RFA A )
_Jgeriode Renstra 2016-2020) ' ;
1 2016 9.940.624.000 8.082.971.204
T 2017 7.959.354.192 6.665.903.352 |
3 2018 11.985.179.220 |  10.732.463.682
4 2020 3.763.437.920 3.599.409.653
5 2020 5.115.237.318 4.978.591.099 :
JUMLAH 38.763.868.650 | 34.050.338.990 | 8

keberaadaan OPD baru Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumat R
Sumatera Barat Nomor : 8 tahun 2016 dan menempatkan ;Bim\_‘ Hu ot

0PD Sekretariat Daerah telah memberikan perubahan dan pemb I
SNy

Organisasi dan Bappeda Sumatera sebagai b
L Meningkatnya penyebarluasan i
Sumatera Barat;
2 Terjaganya stabil
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memberikan pelayanan dalam me;am
pengoordinasian admnistratif terhadap pélalésa
pemantuan dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Kepega
Daerah, Materi Komunikas; Pimpinan serta Protokol.

Sebagai unit kerja dari OPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Biro
Administrasi Pimpinan memiliki fungsi melaksanakan : 7
a.  penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah, Materi dan Komunikasi Pimpinan serta Protokol;
b.  penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Peren
Kepegawaian Sekretariat Daerah, Materi dan Komunikasi Pimpin

Protokol;dan
_ c.  pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten AdminiSIraSl
: berkaitan dengan tugasnya. G

Dari uraian tugas pokok dan fungsi yang telah dltetapka" pada Perg‘_‘..
2020 diatas Biro Administrasi Pimpinan dalam kewenangannya mem
i pelayanan kepada pimpinan daerah dan penyebarluasan inform
kekomunikasian pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah, Wakil Kepala D e‘,‘_
Sekretariat Daerah serta OPD terkait melalui penyelenggaraan ke tiga fungsi

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, terutama dalam j
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kekomunikasin Pimpinan, Biro Admi
Pimpinan dapat menggunakan sarana komunikasi, sebagai berikut:
1. Media Massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi;
2. Media Luar Ruang berupa buletin, /eaffet, booklet, brosur, spand ik, d
dan, 3
3. Media Snsial seperti jejaring sosial fcebook, twitter, fine




RENSTRA BIRO ADM]NISTRAS PIV

i

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan

Sejumlah  tantangan dan peluang bagir pﬂﬂg“
penyebaran informasi kekomunikasian pimpinan
timbul karena beragam faktor seperti: perkembangan kemaijuz
trend komunikasi publik; metode pelayanan pimpinan dan kebi]a kan—kebijé
percepatan pembangunan,

Tantangan yang dihadapi antara lain;

1. Peralihan minat publik dari media massa ke penggunaan media teknologi dalam
mengakses informasi pemerintah daerah menjadi tantangan biro administrasi
pimpinan dalam : :

a. penyebarluasan informasi kegiatan kekomunikasin pimpinan kepada DUbliC;
melalui media cetak, online, elektronik dan medsos -

b. menjaga stabilitas informasi kegiatan kekomunikasian pimpinan,

c. membangun citra positif dari pimpinan dalam rangka menumbuhkan‘;
kepercayaan publik terhadap progam dan kegiatan plmplnan'yang telah .i
direncakan. i

2. Semakin kaburnya kategori media massa mainstream dengan media sosial yang';"
kini sama-sama memiliki pengaruh dalam pembentukan wacana dan opini
publik; '

3. Semakin profesionalnya aparatur biro administrasi pimpinan dalam memberikan
pelayanan pada pimpinan;

4. Semakin profesionalnya aparatur biro administrasi pimpinan dalam memberikan
pelayanan terhadap tamu pimpinan;

5. Pengelolean semua kegiatan pimpinan yang harus semakin maju dan
professional;

6. Semakin cepatnya arus informasi yang tersebar secara masif yang seringkali

menyulitkan publik untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan tanggapan balik;




dalam mencapai Tujuan dan Sasaran diantaranya ad

a.

C.

e.

Adanya Otonomi Daerah yang nyata sebagaimana ya

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,

memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dem
nomi; e

pericapai pertumbuhan dan pembangunan eko :
Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterb
Informasi Publik; 2 7
Tersedianya sarana informasi dan komunikasi yang Cé
dapat diakses;
Terjalinnya koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan unit k
dilingkungan Setda dan SKPD  maupun pemerintah
kabupaten/Kota;

Terjalinnya koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan
sehingga dapat meningkatkan sis_t_i;

Lem

penyiaran serta Insan pers
dan Informasi kepada masyarakat; 2
Sarana Komunikasi dan Transportasi dalam menunjang pelayanan S

lancar;




3,1, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
1 Administrasi Pimpinan

Identifikasi permasalahan yang dapat diulas pada bab ini yaitu bersadarka :

pokok dan fungsi Humas adalah kemajuan teknologi informas, kebebasan pers

kebebasan berpendapat di era demokrasi dimana rakyat bebas, aktif, juju ]

terbuka terhadap penyelenggaraan pemerintah antara lain sebagai sebagai

Dari segi pelayanan : :

{. Masih kurangnya kemampuan ASN yang professional
layanan terhadap pimpinaﬁ dan tamu pimpinan;
Masih rendahnya pengelolaan keprotokolan pimpinan;
pertumbuhan Media Massa yang semakin pesat, baik m
maupun media sosial yang semakin sulit dan rumit melakukal
monitoring informasi isu yang berkembang begitu cepat

dal

masyarakat;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimilki dalam
yang maksimal terhadap pimpinan dan tamu pimpinan;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam memberikan
kepegawaian yang maksimal lingkup setda; o
6. Kemajuan teknologi informasi dapat sebagai tantangan, ancama
dalam meningkatkan kinerja humas pemerintah mengelola,
penyelenggaraan informasi pemerintah daerah yang lebih kurat

memberika

n da

Dari segi kelembagaan :
Dalam konteks yang S:







Tpelayanan . Masih rendahnya kapasitas ASN
5e9 yanan pimpinan dan Tamu yang memilii kemampuan

dalam memberikan layanan yang|

rofessional dan maksimal

" pimpinan
terhadap pimpinan dan tamu
pimpinan

b. Terbatasnya

Belum maksimalny2

pengelolaan dan monitoring
terhadap media massd dalam
pengdommenmslan kegiatan

pimpinan

aan Keprotokolan  curangnya pengelolaan _ 5
keprotokolan yang professiona

3, pengelo
terhadap kegiatan pimpinan

kegiatan pimpinan

4, pelayanan Kepegawaian lingkup | 4- Masih rendahnya kapasitas ASN
setda yang masih belum yang meniliki kemampuan
maksimal dalam memberikan layanan yang
fessional dan maksimal
| terhadap kepegawaian lingkup |

setda

e
Segi Kelembagaan
1, Koordinasi mengenai kegiatan

dan kebijakan pimpinan j
maupun ~ Of
' Kabupaten/Kota

e
Segl SDM Aparatur
1. Masih rendahnya jumlah ASN

yang profesional dalam
memberikan layanan terhadap

pimpinan dan tamu pimpinan.
dan kepegawaian lingkup




ﬂa dan Maslh l'endah

Jumla
aserna Yang
mendllk“ng
wksaﬂam’a
Kegiatan

nan
p[m nan dan
famy mmplnﬂn

‘Akses masyarakat Mas!
terhadap informasi "
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prasarana dan sarana yang kurang memadai,

Kondisi yang ada saat ini, peralatan utama seperti kamera dan Video
shooting, IPAD, komputer, printer sudah jauh ketinggalan disamping itu
jumlahnya juga terbatas. Sarpras dalam pendampingan keprotokolan seperti
kesediaan kendaraan pendampingan pimpinan dan sopir yang harus
dikoordinsikan dengan Biro lain (Biro Umum). Sehingga dalam penentuan

waktu untuk penyediaan sarpras tersebut dirasakan kurang efektif dan efisien.

Disamping itu ruangan kerja dan fasilitasnya juga masih sangat terbatas. Tidak
da Pers Room yang dapat mendukung kelancaraan tugas dalam
mempublikasikan informasi kebijakan Pemerintah,seningga mempengaruhi

kelancaran tugas.

sumber daya manusia belum memadai baik kuantitas maupun kualitas.

ASN Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumatera Barat, harus memliki
kemampuan dalam menyajikan informasi/berita yang aktual, akurat, edukatif
dan komunikatif, serta memiliki kemampuan ~dalam  merespon dan
mengkounter isu-isu berita yang tidak benar (hoak) Yyang berkembang
dimasyarakat, terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Sumatera Barat. Untuk itu kualitas ASN Biro Administrasi Pimpinan
perlu ditingkatkan dan penempatannyasesuai dengan kompetensinya

Dari aspek kuantitas maka jumfah ASN Biro Administrasi Pimpinan Setda
Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 akan banyak memasuki purna
tugas/pensiun. Termasuk didalamnya para peliput sehingga dikhawatirkan
akan mempengaruhi kelancaran tugas peliputan kegiatan pimpinan.

Untuk mengatasi kesenjangan akan kuantitas SDM, maka diperlukan
penambahan pegawai, selain tenaga peliput, analis perencana, personel untuk
kegiatan keprotokolan sepeiti, pelayanan tamu-tamu VIP, MC, pranata acara
dan tata tempat, pesrsonil akuntansi, desain Grafis dan tenaga operator

lainnya.

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
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/’/
n
3. Pelaksanaan kegiatan belum didukung dengan alokasi anggaran yang
memadai. 3

Intensitas kegiatan Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda)yang
cukup tinggi baik dalam dan luar daerah akan berdampak terhadap
peningkatan layanan kegiatan publikasi, dokumentasi dan keprotokolan,
karena kegiatan tersebut melekal pada kegiatan Pimpinan, begitu juga
dengan kegiatan kesekretariatan baik di bidang Perencanaan dan pelaporan
tugas maupun kepegawaian,

Setiap  pimpinan  melaksanakan kegiatannya maka pendampingan
keprotokolan, publikasi dan pendokumentasian serta notulensi, akan
dilaksanakan, dalam upaya memberikan pelayanan kepada Pimpinan.
Sementara untuk anggaran kegiatan tersebut terbatas.

4. Dengan terbentuknya lembaga baru, maka untuk Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Sumatera Barat, memiliki beban yang besar, maka dengan
beban yang diemban tersebut memerlukan kemampuan dalam menggali lebih
banyak lagi potensi Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan
perkembangan dan tuntutan kebutuhan dalam pelayanan pimpinan dan tusi
kesekretariatan.

5. Intensitas kegiatan Pimpinan dan Tamu-Tamu VVIP Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat sulit di prediksi.
Sehingga untuk kesiapsiagaan personel maupun sarana mobiltas
pendampingan perlu persiapan yang lebih matang.

3.2, Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Kepala Daerah
Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2026 menetapkan ‘Terwujudnya Sumatera
Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan’ sebagai Visi Pembangunan
Sumatera Barat pada tahap IV (empat) RPIP. Visi ini akan diwujudkan dengan
memenuhi 7 (tujuh) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAFRAH PROVINSI SUMATERA 3ARAT
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i Meningkatka“ tata Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat,
Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing;

meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat

gasandi Syarak-syarak Basandi Kitabullah;

3, Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, perkebunan, Peternakan

dan Perikanan;

ningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi

4, Me
Berbasis Digital;
Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan;

an Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;

Meningkatkan Pembangun
Pelayanan Publik yang Bersih,

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan
Akuntabel serta Berkualitas.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Biro Admini
ksanaan tugas dan fungs Biro Administrasi Pimpinan yang
pencapaian misi Kepala Daerah diatas adalah sebagai berikut:
Misi tujuh, ‘Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang
bersih akuntabel serta berkualitas’, dalam pemenuhan idealnya ditujukan untuk
meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih transparar, dan akuntabel
an sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

strasi Pimpinan dalam

pela dapat mempengaruhi

deng
pemerintahan. Ini akan diwujudkan dengan tujuan :

“Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani”
Biro Administrasi Pimpinan merumuskan Arah Kebijakan yang diambil demi

memastikan peningkatan yang diharapkan guna mendorong tercapainya tata

pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagaimana dicita-citakan pada

Misi 7 RPIMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

M
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—"1

LA o Wl_w STRATEGI ARAH
e ] TE
Mewujudkan | Meningiggms—t— | KEBLJAKAN |
tata kelola | pelayonan | Meningkatnya Meningkatnya | Fasilitasi Materi
Pemerintahan Administras; Kualitas Kualitas Layanan | dan
dan pelayanan | Pimpinan Pelayanan Pada Pimpinan | Komunikasi
publik yang -Keprotokolan | Dagrah palam | pimpinan
bersih, Meningkatnya | Aspek Penyiapan | Fasilitasi
akuntabel Kualitas Materi dan Keprotsokolan
serta Pelayanan Komunikasi
berkualitas Administrasi Pimpinan Serta
Kepegawaian Pelaksanaan
tda Keprotokolan
Optimalisasi
Materi dan
Dokumentas;
Kegiatan Pimpinan
.—’——'_——-_.\—\__‘

Tabel IIL1 keterigy;
t@an Renstr, dengan RPIMD Sumbar 2021-2026

Selanjutnya berdasarkan nomenklatur OPD sesyai dengan Perda No. 74 Tahun

2020 Biro Administrasi Pimpinan hanya sebagai pendukung dari pencapaian tujuan misi
ketujuh ~ pembangunan Sumatera Barat dengan merumuskan kebijakan sesuai tugas

pokok dan fungsi

Biro Administrasi Pimpinan guna mendorong tercapainya tata

pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagai berikut :

1l

Peningkatan produktifitas pemberitaan sebagai upaya mendorong peningkatan
pelaksanaan pembangunan daerah;

‘enganalisa, mengevaluasi dan memonitoring dalam peran dan fungsi mengawasi
stabilitas pemberitaan penyelenggaraan informasi pembangunan daerah.

. Mendorong peningkatan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Humas Kabupaten/Kota dalam peliputan kegiatan dan penghimpunan materi
pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan.

. Menjalin kerjasama profesional dengan mitra pers/media massa;

5. Meningkatkan pelayanan yang professional terhadap pimpinan dan tamu pimpinan

. Melakukan pengelolaan kegiatan pimpinan dengan baik dan tepat.

E_______________ ____________ . __ . ]
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5,3, Telaahan Renstra K/L Dan Renstra OPD Kab/Kota di Wilayah Provinsi
Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) dan Renstra OPD Kab/Kota di
Wwilayah provinsi adalah dimana Rencana Strategis Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat
paerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tidak bersinergitas secara langsung
dengan Renstd Kementrian Dalam Negeri maupun Kementrian Kominfo, karena Biro
Administrasi Pimpinan merupakan bahagian dari OPD Sekretariat Daerah Provinsi
gumaterad Barat yang lebih bersifat Koordinasi dengan Kementrian/Lembaga,
fasmtas/regulasi khususnya dalam bidang penyelenggaraan kegiatan informasi kebijakan
pimpinan daerah, sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2011 tentang Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat di daerah.
Demikian juga Komparasi Capaian Sasaran Renstra Biro Administrasi Pimpinan

hadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra Kementrian/Lembaga (K/L)

ter
strasi Pimpinan

secara langsung tidak saling berkaitan. Hanya saja Renstra Biro Admini
disusun memperhatikan landasan formil atau merujuk pada sejumiah regulasi yang samé,
antara lain :

1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;

3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.

Rencana implementasi program dan kegiatan Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Sumatera Barat selama 5 tahun yang akan datang mulai 2021 sampai
tahun 2026 tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus
mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang

dalam dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat daiam rangka penyusunan
RPIMD 2021-2026, tidak ditemukan indikasi progam dan kegiatan pada organisasi Biro
Humas yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup sekitar di
Sumatera Barat. Artinya Program kegiatan Biro Administrasi Pimpinan yang disusun tidak
terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW, karena program dan

ﬁ
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cetda certa lembaga terkait juga bersifat non fisik :
merintah ‘daerah dalam bentuk, penyebarluasan i

kegiatan melalui media massa dan analisa dar kajian‘j
kebijakan pimpinan sesuai arah pelaksanaan pemba
administrasi pimpinan Setda Provinsi Sumatera Barat t

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga
persifat Koordinasi dengan Kementrian dan Lemb:
2011 tentang Gubernur sebagai wakil pemerintal

3.5. penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebel n

cita-cita dan harapan masyarakat terhadap .kepai' da
serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu strategis Reformasi Birokrasi ya
pemerintahan yang baik melalui reformasi
pengadministrasian pimpinan, Biro Administrasi Pimpi'

daerah.
Biro Administrasi Pimpinan dibentuk
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Biro Admi"i.SU'aSi Pimpinan memiliki tugas membantu Asisten Administrasi Umum
d.alam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bfdan.g perencanaan dan kepegawaian secretariat daerah, materi dan komunikasi
pimpinan serta protokol. Dalam hal komunikasi pimpinan diperiukan juru bicara
pimpinan tetapi hal ini masih belum tertuang jelas dalam Pergub SOTK Biro
Administrasi  Pimpinan sehingga hal ini membuat belum jelasnya peran Biro
Administrasi Pimpinan sebagai juru bicara pimpinan daerah.

2. Kelembagaan sekretariat daerah belum sinkron dengan Pro
perencanaan dan penganggaran lingkup Sekretariat Daerah

kretariat daerah masih belum sinkron dalam

menyusun perencanaan dan penganggaran sehingga hal ini mengakibatkan tidak
lingkup cekretariat daerah

ses penyusunan

Dalam hal pembentukan kelembagaan se

sinkronnya proses perencanaan dan penganggaran di
termasuk Biro Administrasi Pimpinan.

3. Rencana implementasi penyederhanaan birokrasi
beberapa OPD merasa penyederhanaan

Rencana penyederhanaan birokrasi membuat
ada

ini menghilangkan tugas dan fungsi dari OPD tersebut yang berdampak kep

penganggaran kegiatan pada OPD tersebut sedangkan dari sudut pandang lain
cara untuk melakukan efesiensi dalam

double tugas dan fungsi dari OPD.
ungan tamu kepala daerah dan wakil

penyederhanaan ini merupakan salah satu
penggunaan anggaran dan juga menghindari
4. Meningkatnya intensitas dan frekuensi kunj
kepala daerah

Dengan dibentuknya Biro
erpindah ke Biro Adrinistrasi Pimpinan yaitu pelayanan pimpin

pimpinan dan keprotokolan, seharusnya hal ini dapat memberikan kontribusi yang
bagus bagi Biro Administrasi Pimpinan dalam mengelola administrasi dan pelayanan
terhadap pimpinan. Tahun 2021 merupakan tahun awal dalam pembuatan dokumen

perencanaan termasuk dalam pembuatan Renstra dan juga pada tahun 2021 ini
an kepala daerah sehingga kepala daerah terpilih dapat

Administrasi Pimpinan hal ini membuat sebagian tugas dari

Biro Umum b: an, tamu

merupakan tahun pemilih

langsung merencanakan pembangunan Sumatera Barat lima tahun kedepan.

pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru selesai melaksanakan pemilihan kepala
daerah sehingga membuat intensitas tamu dan kegiatan pimpinan menjadi tinggi dan
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu atau lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pemyataan visi

isu analisis strategis. Sasaran adalah Hasil yang akan dicapai secara nyata

misi dan isu-
tertentu/tahunan secara berkesinambungan yang

oleh organisasi dalam kurun waktu

merupakan penjabaran dari tujuan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan

yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan oleh Biro Administrasi

pimpinan provinsi Sumatera Barat, yaitu :

Meningkatkan komunikasi kebijakan pimpinan dalam hal pencepaian visi dan misi

1.
e 2021-2026

dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat period

Menyebarluaskan Informasi Kegiatan Pimpinan

3. Melaksanakan pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu Pimpinan

4. Meningkatkan pelayanan keprotokolan yang professional sesuai dengan standar
operasional prosedur yang berlaku

ataan manajemen SDM Aparatur yang berbasis aplikasi

5. Meningkatnya pen
serta pelaporan

6. Membantu dalam hal pembuatan perencanaan dan penganggaran
lingkup secretariat daerah provinsi sumbar

an Sasaran jangka menengah pelayanan Biro Administrasi Pimpinan yang

Biro Administrasi Pimpinan

yanan Publik yang Bersih,

Kemudi
hendak dicapai, yaitu berdasarkan misi yang ditetapkan pada
yaitu Misi 7 ‘Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan dan Pela
Akuntabel serta Berkualitas” dengan sasaran yakni:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda.
3. Optimalisasi Materi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan.
4, Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
5

. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

;____—___/_—____———,__—ﬁ
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Dari tujuan dan saran
indikator kinerja Birg Administra
tabel berikut ini:

——

2021 - 2026

¥ang hendak dicapai tersebut diatas disusun target
Si Pimpinan yang hendak dicapai digambarkan dalam

: Tabel T-C.25 ;
* st Jangka Me“engah Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan

__\* -
_ INDIKATOR ||, [ARGEP s INDIKATOR | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE
| TuIuAN TUJUAN OR | SAsARAN ce 1 > 3 4 5
S e e (2022)
B B
{ ; 6,75
| Hieningiatn | érgﬁeﬁolﬁggasan 78.85 z:;enmgkamya s 555 (8045 [ 8235 | 8455 |8
' alitas Kepuasa
3 ,lgla)’a“a" (Ettiacel] Pelayanan Stakehoﬁer
| pgministrasi [pelayanan keprotokolan | Terhadap
pimpinan  [administrasi Layanan
pimpioan Keprotokolan
86,75
Meningkatny | Indeks 7885 | 8015 |[8235 |8455
a Kualitas Kepuasan
Pelayanan Stakeholder
Administrasi Terhadap
Kepegawiaian |Layanan
Setda Administrasi
Kepegawaian
80
Optimalisasi | Persentase | 80 80 80 go
Materi dan Dokumentasi
Dokumentasi | egiatan
Kegiatan Pimpinan
Pimpinan dalam
Penyelenggar
aan
Femerintah
Daerah

BIRO ADMINISTRAST PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
38

R




r

< ENSTRA BIRO ADMINISTR AS| PIMPINAN 2021-2026
Lt
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai
giro Administrasi Pimpinan dalam waktu lima tahun maka disusun sejumlah strategi.
emudian arah kebijakan yang diambil guna penerapan setiap strategi yang mesti
dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan.
strategi untuk mencapai sasaran sebagaimana diurai pada BAB IV di atas, sebagal
berikut:

giro Administrasi Pimpinan mempunyai 2 sasaran dengan sejumlah strategi dan arah
kebijakan yang diambil sbb:
i, Sasaran1:

‘Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan’

diterapkan Strateai:

a. Melakukan penataan dan koordinasi dalam hal penyusunan jadwal kegiatan
pimpinan sehingga semua kegiatan pimpinan dapat tertata sesuai jadwal dan
terlaksana secara cepat dan efektif;

b. Meningkatkan professionalisme dalam melakukan pelayanan terhadap kegiatan
pimpinan dan tamiu pimpinan;

c. Peningkatan layanan keprotokolan sshingga dapat memberikan pelayanan yang
handal dan professional;

d. Melakukan pembahruan sarana dan prasarana dalam hal mendukung
percepatan pelayanan pimpinan;

e. Melakukan peningkatan sumber daya manusia dalam hal menciptakan

pelayanan keprotokolan dan pelayanan pimpinan yang handal dan professional.

2. Untuk Sasaran 2 :

‘Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administvasi Kepegawaian Setda’.
diterapkan Strategi:
a. Melakukan penataan dan koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan pelayanan
administrasi kepegawaian lingkup setda secara cepat dan efektif;

R R R S ————————
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANMN

Adapun program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Administrasj Pimpi
2021-2026 adalah sebagai berikut :

Secara garis besar dapat dilihat pada tabel 6.1 dan
halaman berikut:

Tabel V1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada Biro Administrasi Pimpinan

No Program Kegiatan Indikator Hasil | sup Kegiatan Indikator Hasil
Kegiatan Sub Kegiatan
I | Penunjang Perencanaan, Dokumen Penyusunan Dokumen
Urusan Penganggaran dan perencanaan Dokumen perencanaan
Pemerintahan | Evaluasi Kinerja dan kinerja Perencanaan perangkat daerah
Daerah Perangkat Daerah perangkat Perangkat Daerah Yang disusun dan
Provinsi daerah yang dokumen
terpenuhi perencanaan
lingkup - sekretariat
yang disusun
(Renstra,  Renja
Awal dan
Perubahan)  yang
terpenuhi
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l 2021- 2026
gﬁgg{gﬂ;ﬂdﬁn Administras;
Administras| Kepegawaian
lingkup setda
Kepegawalan tertata yad’;?,
El’lielolaa dengan
Administrasi Umum | Terlaksananya | Penyediaan Jumiah
Perangkat Daerah | kegiatan Peralatan dan perlengkapan dan
administrasi Perlengkapan peralatan  kantor
umum Kantor yang disediakan
Penyediaan Bahan | -  Makanan dan
Logistik Kantor uran  yang
sediakan
untuk
pertemuan
dan tamu
- At tulis
kantor  yang
disediakan
Penyediaan Barang | Barang  cetakan
Cetakan Dan dan penggandaan
Penggandaan yang disediakan
Penyediaan Bahan | Bahan bacaan dan
Bacaan dan peraturan
Peraturan perundang-
Perundang- undangan  yang
undangan disediakan
Penyelenggaraan Rapat-rapat
Rapat Koordinasi koordinasi dan
dan Konsultasi konsultasi kedalam
SKPD dan luar daerah
Pengadaan Barang | Persentase Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang
Milik Daerah terlaksenanya diadakan
Penunjang Urusan | pengadaan
Pemerintah Daerah | barang milik
daerah
Penyediaan Jasa Jasa penunjang | Penyediaan Jasa Jumlah surat yang
Penunjang Urusan | urusan Surat Menyurat didistribusikan
Pemerintahan pemerintah
Daerah daerah yang
tersedia
Penyediaan Jasa Tersedianya  jasa
Komunikasi, komunikasi
Sumber Daya Air telepon,  internet
dan Listrik dan listrik
Penyediaan Jasa Jasa sopir kantor,
Pelayanan Umum Caraka dan
Kantor Pramutamu yang
dibayarkan
Pemeliharaan Persentase Penyediaan Jasa Kendaraan
Barang Milik barang milik | Pemeliharaan, dinas/operasional
Daerah Penunjang | daerah yang | Biaya yang dipelihara
Urusan Pemerintah | dipelihara Pemeliharaan,
Daerah Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
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STRABRO ADMINISTRASI PiMpiaN
/ m 5
BAB vI1 %
KINERJA PENYELENGGARAAN B1p
ANG URUSAN

7.4 [ndikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPIMD

[ndikator kinerja bidang urusan Biro Administrasi Pimpinan Y5 sk &
selama lima tahun ke depan (erkait pada tujuan daq S22 REMD e«
sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat pada tahun 2021, Dengan Pergy :wm
gumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Orga;::
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretaiat Daerah yang baru bahwa untx m
5021 sampai dengan tahun 2026 indikator kinerja sasaran Biro Administrasi Pimpinan
tidak terkait langsung pada indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi,

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Biro Administrasi Pimpinan yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumatera Barat

e KONDIST KONDIST |
KINERJA KINERIA
PADA AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN PADA
NO INDIKATOR PERIODE AXAIR
RPIMD | PERIODE
|__RPIMD
TAHUN O TAHUN 1 TAHUN2 | TAHUN3 | TAHUN4 | TAHUNS |
T
St er P| 7665 78,85 80,15
Layanan Kepmtokolan L 8 g 82,35 84,55 86,75 86,75

2 | Indeks Kepuasan
Stakeholder Terhadap
Layanan  Administrasi 76,65 78,85 80,15 82,35 84,55 86,75 86,75

Kepegawaian

3 Persentase
Dokumentasi  Kegiatan
pimpinan dalam 80 80 80 80 80 80 80

Penyelenggaraan
pemerintah Daerah

Catatan : pada tahun awal RPJMD (Tahun 2021) masih belum ada target dikarenakan
masih dalam tahap proses pembuatan Renstra untuk 5 tahun kedepan.

s e —
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1 ENSTRA BIRO ADMINISTR AS| PIMPINAN

BAB VIIT

PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)
Merupakan

untux perigde 5 (fima) tahun

kebijakan, Program, dan kegiatan

o dan  fungsi Organisasj Perangkat
paerah Biro Administasi Pimpinan serta berpedoman kepada RPIM Daerah ¢

an bersifat
indikatif.

dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah
Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strateg;,
pembanguna” yang disusun sesuai dengan tugas

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Renstra Birg Administrasj
pimpinan Tahun 2021-2026 maka Rencana Strategis Biro Administrasi Pimpinan Tahun
2021 — 2026 nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana
kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan  bidang
kekomunikasian dan pelayanan pimpinan yang hendak dicapai pada periode 2021-2026.
Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Biro

Administrasi Pimpinan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja); Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Rencana Program/Kegiatan tahun-tahun berikutnya dan sebagai bahan
koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan serta Rensta Biro Administrasi

pimpinan digunakan sebagai dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Biro Administrasi Pimpinan untuk lima tahun mendatang.

Padang, September 2021
fKEPALA BIRO ADMINISTRASI=R

“
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[LENSTP‘A BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

2021 -
BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupaka
il n
dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (

il lima) tahun,
penstra OPD memuat Visi, misi, tujuan, strategj,

kebijakan, Program, dan kegiatan
pembangu"an yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat

paerah Biro Administasi Pimpinan serta berpedoman kefada RPIM Daerah dan bersifat
indikatif.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Renstra Biro Administrasi
pimpinan Tahun 2021-2026 maka Rencana Strategis Biro Administrasi Pimpinan Tahun
2021 — 2026 nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan  bidang
kekomunikasian dan pelayanan pimpinan yang hendak dicapai pada periode 2021-2026.
Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Biro
Administrasi Pimpinan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja); Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Rencana Program/Kegiatan tahun-tahun berikutnya dan sebagai bahan
koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan serta Rensta Biro Administrasi
pimpinan digunakan sebagai dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Biro Administrasi Pimpinan untuk lima tahun mendatang.

Padang, September 2021
KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PIMPINAN

HEFDI, SH, M.Si
NIP. 19640915 199003 1 007
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